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BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 

NOMOR 4 TAHUN 2017 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 

NOMOR 8 TAHUN 2002 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN  
BAHAN GALIAN GOLONGAN C 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 
 

Menimbang 

 

: a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran pada huruf CC angka 2 dimana 

sub urusan mineral dan batubara tidak lagi menjadi 
kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 

b. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Gubernur 

Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0277/KUM/2016 
tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu 

Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengelolaan 
Pertambangan Bahan Galian Golongan C perlu dilakukan 

pencabutan terhadap Peraturan Daerah tersebut; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b,  perlu menetapkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang 
Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 

tentang  Pengelolaan Pertambangan Bahan Galian 
Golongan C; 

Mengingat : 
 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1820);  

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO9 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan 

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);  

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

 

 

5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang   

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2015 Nomor 58,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan 

Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha 
Pertambangan Mineral dan Batubara (Iembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5489); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan 
Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5142); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  

 

dan 
 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 

 
 

MEMUTUSKAN  : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI 

SELATAN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 8 TAHUN 

2002 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BAHAN 
GALIAN GOLONGAN C. 
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Kepala  

......................

Kasubbag 

PerUUan 

Kabag Hukum 

& PerUUan

tgl, tgl, tgl, 

PARAF KOORDINASI

 
 

 
Pasal 1 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai  Selatan Nomor 8 Tahun 2002 tentang 
Pengelolaan Pertambangan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2002 Nomor 39 Seri E Nomor Seri 3, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 40), dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku.  

 
Pasal 2 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Selatan. 

 
 

 
Ditetapkan di Kandangan 
pada tanggal 20 Januari 2017 
 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 

 
TTD 

 

              ACHMAD FIKRY 
 

 
 

Diundangkan di Kandangan 
pada tanggal 20 Januari 2017 
 

 SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, 

 

TTD 
 

MUHAMMAD IDEHAM 
 

 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  

TAHUN 2017 NOMOR 4…… 
 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (3/2017) 
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PENJELASAN 
ATAS 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 

NOMOR 4 TAHUN 2017 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI 

 SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2002 TENTANG PENGELOLAAN  
PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C 

 
 
 

 I.  UMUM  
 

Sesuai dengan ketentuan pasal 251 ayat (2) Peraturan Daerah 
Kabupaten/Kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan yang lebih 

tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Gubernur 
sebagai wakil Pemerintah Pusat. Dan dalam hal ini sesuai dengan Keputusan 
Gubernur Kalimantan Selatan Nomor  188.44/0277/KUM/2016  tentang 

Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 
Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pertambangan Bahan Galian Golongan C. 

Bahwa sesuai ketentuan pasal 251 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah setelah keputusan pembatalan peraturan 

kabupaten/kota untuk selanjutnya Kepala Daerah bersama Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah mencabut Peraturan Daerah dimaksud. 

 

 II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL  
 

Pasal 1  
Cukup jelas.  

 
Pasal 2  

Cukup jelas.  

 
 

 
 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 4 


